
BUPATI PAMTKASAN

PERATURAI{ BUPATI PAMEKASAI{
NOMOR 55 TAHUN 2014

TENTANG

PAKAIAN DIITAS PEGAWAI IYEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur
Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 201 1

tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka
Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2OO9

tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 35A
Tahun 2OO9 perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RI

Tahun 1950 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27301;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (L,embaran

Negara Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 523a\;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur

Sipil Negara {l,embaran Negara Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan lembaran Negara Nomor 5a9a\
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan

Daerah (l,embaran Negara Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tasrbaharr

Lembaran Negara Nomor 5587);



5.

6.

9.

10.

11.

13.

14.

15.

7.

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4 tentang
Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 141" , Tambahan
Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor aaa9l;
Peraturan Pemerintah NomorT9 Tahun 2OOS tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005

Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor4l Tahun 2OA7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun

2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor aTal\;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Tahun 2010

Nomor 74, Tambahan l*mbatan Negara Nomor 5135);

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korp
Pegawai Republik Indonesia;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005
tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan
Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2AO7

tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2AOg tentang
Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 60 Tahun 2OOT tentang Pakaian Dinas Pegawai

Negeri sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 20ll
tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 03 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas
peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2011

tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun

2008 tentang urusan Pemerintah Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri

E);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun

2010 tentang organisasi dan Tata Keda Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten

Pamekasan Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun

2Ot2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP

(L,embaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2ol2
Nomor 1 Seri D);

t2.



16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2413
Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerj'a Dinas Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerl'a Inspektorat,
BAPPEDA, RSUD, dan Lembaga Teknis Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 15 Tahun 2Al3 (Lembaran Daerah

Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 5);

17.

18.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

PAMEKASAN.

PAKAIAN DINAS PEGAWAI

PEMERINTAH KABUPATEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Pamekasan.

2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Pegawai Negeri Sipil yar,g selanjutnya disebut Pegawai

adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Satuan Ke{a
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pamekasan.
Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin
Kecamatan.
Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin
Kelurahan.

6. Satuan Ke{a Perangkat Daerah -vang selanjutnya disebut SKPD

adalah Satuan Kerja Peranglat Daerah Kabupaten

Pamekasan.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragaln yang dipakai untuk

menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam

melaksanakan tugas.
8. Atribut adalah tanda yar.g melengkapi pakaian dinas.

4.

5.



9. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian
yang dikenakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis
pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat
pinggang, kaos kaki dan sePatu.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai :

a. perwujudan identitas, kedisiplinan, dan pengabdian

pegawai;
b. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;

dan
c. sarana pembinaan dan pengawasan pegawai.

Bagian Kedua

Jenls Pakaian Dinas

Pasal 3

{1)Pakaian Dinas pegawai terdiri dari :

a. Pakaian Dinas Harian yang disingkat PDH meliputi :

1. PDH warna khaki;
2. PDH Camat dan Lurah; dan
3. PDH Batik;

b. Pakaian Sipil Harian yang disingkat PSH;

c. Pakaian Sipil Resmi yang disingkat PSR;

d. Pakaian Sipil Lengkap yang disingkat PSL;

e. Pakaian Dinas Lapangan yang disingkat PDL; dan
t. Pakaian Dinas Upacara yang disingkat PDU.

(2)Jenis Pakaian Dinas lainnya yang meliputi :

a. Pakaian Dinas Khusus; dan
b. Pakaian KORPRI.

(3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dengan bentuk dan model sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap

pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam
melaksanakan tugas pekerjaanrrya dan I atau acara tertentu.



Paragraf 1

Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pasal 5

(1)PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf a angka 1, dipakai oleh pegawai non
struktural dan pejabat struktural eselon IV dan eselon V
dalam melaksanakan tugas sehari-hari;

(2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. PDH untuk Pegawai Pria :

1. kemeja lengan pendek, beriidah bahu, warna khaki;
2. celana panjang warna khaki;
3. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam; dan
4. sepatu dan kaos kaki warna hitam;

b. PDH untuk Pegawai Wanita Tidak Berjilbab:
1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. rok warna khaki 15 cm di bawah lutut; dan
3. sepatu warna hitam;

c. PDH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :

1. baju lengan panjang, warna khaki;
2. rok panjang atau celana panjang warna khaki;
3. kerudung tidak bermotif, warna khaki; dan
4. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna khaki;

d. PDH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Pasal 6

( 1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, dipakai oleh Camat dan
Lurah dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

t2)PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri dari :

a.. PDH Camat dan Lurah Pria :

1". kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. celana panjang warna khaki;
3. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
4. sepatu dan kaos kaki warna hitam; dan
5. tanda jabatan dan tanda Pangkat;

b. PDH Camat dan Lurah Wanita Tidak Berjilbab :

1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. rok warna khaki 15 cm di bawah lutut;
3. sepatu warna hitam; dan
4. tanda jabatan dan tanda Pangkat;

c. PDH Camat dan Lurah Wanita Berjilbab :

1. baju lengan panjang, warna khaki;
2. rok panjang atau celana panjang warr:a khaki;
3. kerudung tidak bermotif, warna khaki;
4. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna khaki;

dan
5. tanda jabatan dan tanda Pangkat;



d. PDH Camat dan Lurah Wanita Hamil menyesuaikan.

Pasal 7
(1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf a angka 3, dipakai oleh pegawai dan pejabat di
lingkungan Pemerintah Kabupaten.

(21 PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari :

a. PDH Batik untuk Pegawai Pria :

1. kemeja batik lengan panjang atau pendek;
2. celana panjang warna gelap;
3. ikat pinggang nilon/kulit; dan
4. sepatu dan kaos kaki warna hitam;

b. PDH Batik untuk Pegawai Wanita Tidak Berjilbab :

1. baju batik lengan panjang atau pendek;
2. rok warna gelap l-5 cm di bawah lutut; dan
3. sepatu warna hitam;

c. PDH Batik untuk Pegawai Wanita Berjilbab :

1. baju batik lengan panjang;
2. rok panjang atau celana panjang warna geiap;

3. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan;
dan

4. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna kh,aki;

d. PDH Batik untuk Pegawai Wanita Hamil
menyesuaikan.

Paragraf 2

Pakaian Sipil Harian (PSHI

Pasal 8

(1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
b, dipakai oleh pejabat eselon II dan eselon III.

t2\ PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna
khaki.

t3) Khusus untuk pejabat eselon II pada acara tertentu
dapat menggunakan PSH warna lain.

(4) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. PSH untuk Pegawai Pria :

1. jas lengan pendek dan celana panjang warna khaki;
2. leher berdiri dan terbuka;
3. tiga saku yakni satu atas kiri dan dua bawah

kanan dan kiri;
4. kancing lima buah; dan
5. sepatu dan kaos kaki warna hitam;

b. PSH untuk Pegawai Wanita Tidak Berjiibab:
1. jas lengan pendek dan rok warna khaki 15 cm di

bawah lutut;
2. leher berdiri dan terbuka;



3. tiga saku yakni satu atas kiri dan dua bawah
kanan dan kiri;

4. kancing lima buah; dan
5. sepatu warna hitam;

c. PSH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :

1. jas lengan panjang dan rok panjang atau celana
panjang warna khaki;

2. tiga saku yakni satu atas kiri dan dua bawah
kanan dan kiri;

3. kancing lima buah;
4. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan;

dan
5. sepatu warna hitam, kaos kaki menyesuaikan;

d. PSH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Paragraf 3
Pakaian Stpil Resmi (PSR)

Pasal 9
(1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf

c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara
kenegaraan, menerima tamu luar negeri, dan dipakai di
malam hari atau sesuai undangan'

t2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. PSR untuk Pegawai Pria :

1. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;

2. leher berdiri dan terbuka;
3. tiga saku yakni satu atas kiri dan dua bawah

kanan dan kiri;
4. kancing lima buah; dan
5. sepatu dan kaos kaki warna hitam;

b. PSR untuk Pegawai Wanita Tidak Berjilbab :

t. jas lengan panjang dan rok warna sama 15 cm di
bawah lutut;

2. leher berdiri dan terbuka;
3. tiga saku yakni satu atas kiri dan dua bawah

kanan dan kiri;
4. kancing lima buah; dan
5. sepatu warna hitam;

c. PSR untuk Pegawai Wanita Berjilbab :

1. jas lengan panjang dan rok panjang warna sama;

2. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan
dan kiri;

3. kancing lima buah;
4. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan;

dan
5. sepatu warna hitam, kaos kaki menyesuaikan.

d. PSR untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.



Paragraf 4
Pakaian Siptl Lengkap (PSLI

Pasal 10

(U PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d,

dipakai pada upacara kenegaraan atau bepergian resmi ke

luar negeri.

(21 PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. PSL untuk Pegawai Pria :

1. jas lengan panjang warna gelaP;

2. celana panjang warna sama;
3. kemeja dengan dasi; dan
4. sepatu dan kaos kaki warna hitam;

b. PSL untuk Pegawai Wanita Tidak Berjilbab:
1. jas lengan panjang warna gelaP;

2. rok warna sama 15 cm di bawah lutut;
3. kemeja dengan dasi; dan
4. sepatu warna hitam;

c. PSL untuk Pegawai Wanita Berjilbab :

1. jas lengan panjang warna gelaP;

2. rok panjang warna sama;
3. kemeja dengan dasi;
4. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan;

dan
5. sepatu dan kaos kaki warna hitam;

d. PSL untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Paragraf 5
Pakalan Dinas LaPangan (PDL!

Pasal 1 1

(U PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e,

dipakai dalam melaksanakan tugas operasional di lapangan

yang bersifat teloris.

(21 PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. PDL untuk Pegawai Pria :

1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
2. celana panjang warna khaki; dan
3. sepatu dan kaos kaki warna hitam;

b. PDL untuk Pegawai Wanita Tidak Bedilbab:
1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warn.akhaki;
2. celana panjang warna khaki; dan
3. sepatu warna hitam, kaos kaki menyesuaikan;



c. PDL untuk Pegawai Wanita Berjilbab :

1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
2. celana panjang warna khaki;
3. kerudung tidak bermotif, warna khaki;
4. Sepatu warna hitam, kaos kaki menyesuaikan;

d. PDL untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Paragraf 6

Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Pasai 12

( 1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf
f, dipakai oleh Camat dan Lurah dalam melaksanakan
upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.

(2)PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. PDU Camat dan Lurah Pria :

1. jas warrra putih, kancing warna kuning emas;

2. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos;

3. celana panjang warna Putih; dan
4. sepatu dan kaos kaki warna hitam;

b. PDU Camat dan Lurah Wanita Tidak Berjilbab :

1. jas warna putih, kancing warna kuning emas;

2. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos;

3. rok warna putihl5 cm di bawah lutut; dan
4. sepatu warna hitam;

c. PDU Camat dan Lurah Wanita Berjilbab :

1. jas warna putih, kancing warna kuning emas;

2. kemeja warna putih, dasi warnahitam polos;

3. rok panjang warna putih;
3. kerudung tidak bermotif, warna putih; dan
4. sepatu warna hitam, kaos kaki menyesuaikan;

d. PDU Camat dan Lurah Wanita Hamil menyesuaikan.

Paragraf 7
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 13

(1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat {21 huruf a adalah pakaian dinas yang
dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat
pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi
pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada

masyarakat.



(2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dipakai oleh :

a. pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas
Pendapatan, dan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;

b. pegawai pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu,
serta Unit Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;

c. guru dan pengawas sekolah pada Dinas Pendidikan;
d. petugas protokol pada Bagian Hubungan Masyarakat

dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten yang
sedang bertugas pada acara resmi yang bersifat
protokoler;

e. pegawai pada Unit Pelayanan atau Unit Pelaksana
Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya
yang memberikan pelayanan langsung kepada
masyarakat.

Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dan huruf e harus mendapatkan
persetujuan tertulis dari Bupati.

Paragraf 8

Pakaian KORPRI
Pasal 14

Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (21 huruf b dipakai pada upacara hari besar
nasional, HUT KORPRI, dan setiap tanggal 17 atau pada
upacara lain yang ditentukan.
Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terdiri dari :

a. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Pria :

1. kemeja KORPRI lengan panjang;
2. celana panjang warna biru dongker;
3. songkok Nasional; dan
4. sepatu dan kaos kaki warna hitam;

b. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Tidak
Berjilbab :

1. kemeja KORPRI lengan panjang;
2. rok warna biru dongker 15 cm di bawah lutut;
3. songkok Nasional; dan
4. sepatu warna hitam;

c. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Berjilbab :

1. kemeja KORPRI lengan panjang;
2. rok panjang warna biru dongker;
3. kerudung tidak bermotif, warna biru dongker; dan
4. sepatu warna hitam, kaos kaki menyesuaikan;

(3)

(1)

(21



d. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Hamil
menyesuaikan.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 15

Atribut pakaian dinas terdiri dari :

a. tutup kepala;
b. tanda pangkat;
c. tanda jabatan;
d. lencana KORPRI;
e. tanda jasa;
f. papan nama;
g. nama Pemerintah Provinsi dan nama Kabupaten;
h. lambang Daerah Kabupaten; dan
i. tanda pengenal.

Pasal 16

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf
a, terdiri dari :

a. topi upacara, terbuat dari bahan dasar kain warna
hitam;

b. mutz atau peci, terbuat dari bahan dasar kain warna
khaki;

c. topi lapangan; dan
d. songkok Nasional, terbuat dari bahan dasar kain

beludru warna hitam.

Pasal LT

(l)Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

huruf b menunjukkan status selaku Camat atau Lurah.
(2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari :

a. tanda pangkat harian, terbuat dari bahan dasar kain
dan logam, warna kuning emas; dan

b. tanda pangkat upacara, terbuat dari bahan dasar kain
dan logam.

(3)Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 18

(l)Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat atau Lurah.

(2)Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.

(3)Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.



Pasal t9
(1)Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.

{2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna
kuning emas, dan untuk PDL terbuat dari bahan kain
bordir warna kuning emas.

(3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Pasal 2A

{ 1} Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5

huruf e menunjukkan atribut kehormatan karena jasa
dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

(2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari :

a. pita tanda jasa; dan
b. bintang tanda jasa.

(3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai
dengan jenis pakaian dinas.

(a) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada
sebelah kiri di atas saku yang jaraknya disesuaikan
dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Pasal 2l
( 1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di
dada kanan 1 cm di atas saku.

(2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari :

a. bahan dasar ebonit/plastik warna hitam dengan
tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan

b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir
warna hitam untuk PDL.

Pasal 22

(1)Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sebagaimana
d,imaksud dalam Pasal L5 huruf g menunjukkan tempat
kerja.

(2) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah
kanan dengan jarak 2 cm di bawah lidah bahu.

{3} Nama Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan

sebelah kiri dengan jarak 2 cm di bawah lidah bahu.

{4) Bahan dasar nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH

PROVINSI JAWA TIMUR dAN KABUPATEN PAMEKASAN.



Pasal 23

(1) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf h menggambarkan landasan
filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas
Kabupaten Pamekasan.

{2) Lambang Daerah Kabupaten ditempatkan di lengan
sebelah kiri di bawah Nama Pemerintah Kabupaten.

(3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten berupa kain
yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang
bentuk, warna, dan ukurannya sesuai ketentuan yang
telah ditetapkan.

Pasal 24

( 1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.

{2}Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam
melaksanakan tugas.

{3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat { 1)

dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah
lencana KORPRI.

Pasal 25

{l}Tanda Pengenal terbuat dari bahan PVC Plastik Whith
Glossy.

(2)Bentuk Tanda Pengenal empat persegi panjang, dengan
ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm.

Pasal 26

{1} Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

terdiri atas bagian depan dan bagian belakang yang
memuat :

a. bagian depan :

1. lambang Daerah;
2. nama. Pemerintah KabuPaten;
3. nama SKPD / Unit Organisasi;
4. foto pegawai dengan menggunakan pakaian dinas yang

berlaku; dan
5. nama pegawai;

b. bagian belakang :

1. nama pegawai;
2. nomor induk pegawai;
3. namajabatan struktural / jabatan fungsional;

4. instansi/unit kerja;
5. golongan darah;
6. masa berlaku;
7. pejabat yang mengeluarkan;



8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
9. narrra terang pang!<at dan NIP Pejabatyang mengeluarkan.

{21 Tulisan pada Tanda Pengenal Pegawai berwarna hitam
dengan warna dasar putih.

Pasal 27

(1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1) huruf a angka 4 didasarkan pada jabatan
pegawai yang bersangkutan.

(2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut :

a. eselon II
b. eselon III
c. eselon IV
d. eselon V
e. non eselon
f. fungsional tertentu

warna dasar merah;
warna dasar biru;
warna dasar hijau;
warna dasar kuning;
warna dasar orange;
warrra dasar abu-abu.

BAB IV
PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 28

(1) Atribut PDH warna khaki terdiri dari Nama Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten, Lambang Daerah Kabupaten,
Lencana KORPRI, Papan Nama, dan Tanda Pengenal.

(21 Atribut PDH Batik terdiri dari Lencana KORPRI, Papan
Nama, dan Tanda Pengenal.

{3) Atribut PSH terdiri dari Lencana KORPRI, Papan Narna,
dan Tanda Pengenal.

(4) Atribut PSR berupa Papan Nama.
(5) PSL tidak memakai atribut.
(6) Atribut PDL terdiri dari Nama Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten, Lambang Daerah Kabupaten, Lencana
KORPRI, Papan Nama, dan Tanda Pengenal.

t7l Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri dari Nama dan
Lambang Daerah Kabupaten, Lencana KORPRI, Papan
Nama, Tanda Pengenal, Peci atau Mutz, Tanda Jabatan,
Tanda Pangkat Harian, dan Pita Tanda Jasa.

t8) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri dari Lencana
KORPRI, Papan Nama, Topi Upacara, Tanda Jabatan,
Tanda Pangkat Upacara, dan Bintang Tanda Jasa.

(9) Atribut Pakaian Dinas Khusus terdiri dari sekurang-
kurangnya Papan Nama, atau berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas Pegawai.

{10} Atribut Pakaian KORPRI terdiri dari Songkok Nasional,
Lencana KORPRI, Papan Nama, dan Tanda Pengenal.



BAB V
PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 29

{1) PSH dan PDH warna khaki dipakai pada hari Senin dan
Selasa.

(21 PDH Batik dipakai pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat,
serta hari tertentu sesuai dengan kebutuhan.

(3) PSL dan PSR dipakai pada acara resmi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(41 Pakaian KORPRI dipakai pada Hari Besar Nasional, HUT
KORPRI, dan setiap tanggal 17.

BAB VI

PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 30

Pengadaan pakaian dinas pegawai dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten di masing-masing

SKPD.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggun aan pakaian

dinas dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

Pasal 32

Bagi Pegawai dan Pejabat di lingkungan Pemerintah

Kabupaten yang menggunakan pakaian dinas tidak sesuai

dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dapat dikenakan

sanksi disiplin pegawai.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2OO9

tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Pamekasan, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 35A



Tahun 2009 tentang Perubahan

Pamekasan Nomor 26 Tahun 2OOg

Pegawai dan Pejabat di lingkungan

Pamekasan dicabut dan dinyatakan

atas Peraturan Bupati

tentang Pakaian Dinas

Pemerintah Kabupaten

tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai

diundangkan. Agar setiap

memerintahkan pengundangan

dengan penempatannya dalam

Pamekasan.

berlaku pada tanggal

orang mengetahuinya,

Peraturan Bupati ini
Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 3 Desember 2Ol4

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 9 Desember 2Al4

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014 NOMOR 51

BUPATI PAMEKASAN,



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 55 TAHUN2014
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMEzuNTAH KABUPATEN
PAMEKASAN.

BENTUK DAN MODEL PAKAIAIT DINAS

A. PAr(ArAr{ DrNAS HARTAN {PDH}

1. Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian (PDH) pegawai pria sebagai

berikut :

Keterangan:

a leherberdiri
b. lidah bahu
c. kancing 5 buah
d. nafila Kabupaten
e. lambang daerah sebelah kiri

f. lencanaKORPRI
g. narnaPemerintah

Provinsi
h. papan nama
i. saku tutup
j. tandapengenal

saku celanadepan
sambungan bahu
belakang
saku celanabelakang

k.
l.

2. Bentuk...



2. Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian (PDH) pegawai wanita tidak
bedilbab sebagai berikut :

Keterangan:

a- leherrebah
b. kancing 5 buah
c. nalna Pemerintah PrCI/insi

d. Iambang daerahsebelah kiri

e. namaKabupaten
f. lencanaKORPRI
g. tandapengenal
h. papan narrzr

i. mku tutup
j. ploi I belahan rok

bagian belakang

3. Bentuk...



3. Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian (PDH) pegawai wanita berjilbab
sebagai berikut:

1,- -',1.i i.Llltirir' ! , i !
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Ketenangan:

a leherrebah
b. kancing 5 buah
c. namaPemerintahPrCI/insi
d. lambangdaerahsebelahkiri
e. namaKabupaten

f. lencanaKORPRI
g. tandapengenal
h. papn rrama
i.saku hrtup

kerudung tidak bermotif
ploi / belahan rokbagian
belakang
celanapanjang

4. Bentuk...

j.
k.



4. Bentuk dan model

sebagai berikut:
Pakaian Dinas Hadan (PDH) pegawai wanita hamit

Keterangan:

a leherrebah
b. kancing 5 buah
c. nanra Pemerintah Provinsi

d. lambangdaerah sebelah kiri

e. nafl1a Kabupaten
f. lencana KORPRI

g. tandapengenal
h. papannarna

ploi @ju depan
ploi bag'u belakang
ploi / belahanrckbagian
belakang

B. PAIGLil{...

1.

j.
k.



PAI{AIAN DINAS HARIAN (PDHI BATIK

L. Bentuk dan mod.el Pakaian Batik pegawai pria sebagai berikut :

ffi
t.i
['c *

-t*
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Keterangan:

a leherberdiri
b. kancing 5 buah

c. lencana KORPRI

d" mku temPel

tandaPengenal
manset satu kancing

papan nama

e.

f.
c,t'

2. Bentuk...



PAKAIAN SIPIL TIARIAN (PSHI

1. Bentuk dan model Pakaian
berikut:

Sipil Harian (PSH) pegawai sebagaipna

Keterangan:

a leher berdiri
b. kancing 5 buah
c. lencanaKORPRI
d. tandapengenal

e.

f.
ob.

F.Fn nama
saku dalam kecil
saku dalam bertutup

2. Bentuk...



2. Bentuk dan model Pakaian Sip{ Harian (PSH} pegawai wanita berjilbab dan
tidak berjilbab sebagai berikut :
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Keterangan:

a- leherrebah
b. lencana KORPRI

c saku dalam kecil
d. tanda pengenal

e. papannarna

kancing 5 buah
saku dalam bertutup
kerudung warna kheki dan tidak bermotif
ploi/belahan rok bagian belakang

f.
ob.
h.
i.

D. PAIi{L{N...



PAKATAN SIHL RESTtrI (PSRI

1. Bentuk dan model Pakaian Sipil Resmi (PSR) pegawai pria sebagai

berikut:

Keterangan:

a leherberdiridan t€rbuka
b. lencanaKORPRI
c. saku dalam kecil

d. tandapengpnal
e. tutupsakudalam

f kancing5buatr
g, papannarna

2. Bentuk...



2. Benhrk dan model Pakaian Sipil Resmi (PSR) pegawai wanita bedilbab dan
tidak berjilbab sebagai berikut:

Keterangan :

a. leherberdiri dan terbuka
b. lencana KORPRI
c. saku dalam kecil
d. tandapengenal

e. tutup saku dalam
f. kancing 5 buah
g. papan nafira

ploi belahan rok
bagian belakang

E. PAKAIAN...



E. PAI(ArAN SIPIL LEITGKAP (pSt)

1. Bentuk dan model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pegawai pria sebagai

berilnrt :

Beldrffig

b
d

c

I

e

IGterangan:

a kemeja
b. dasi

c. jaslenganpar$ang
d. sakudalamkecil

e. tuhrp saku dalam
f. hncingjas3 buah

2. Bentuk...



2. Bentuk dan model Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

dan tidak berjilbab sebagai berikut:

pegawai wanita berjilbab

Keterangan:

a- leher berdiri

b. dasi

e. tutuP saku dalam

f. kancingjas 3 buah

g. kerudung tidak bermotif

ploi / belahan rok bagian

belakang

C.

d.

jas lengan Panjang
saku dalam kecil

F. PAKAIAN...



F. PAKATAN DInAS LAPAITGAL (PDtl

1. Bentuk dan model Pakaian Dinas Lapangan (PDL) pegawai pria
sebagai berikut :

*
;l:*
:I
'z

Keterangan:

a- leher berdiri
b. lidah bqju
c. Fpan narna
d. lencanaKORPRI

e. saku tutup

f. kancing 5 buah
g. tandapengenal
h. saku celanadepan
i sambungan bahu belakang

2. Bentuk...



2. Bentuk dan model Pakaian Dinas Lapangan (PDL) pegawai wanita
berjilbab sebagai berikut :

Keterangan:

a- kerudungwarnakheki
b. lidah bag'u

c. papannarna
d. saku tutup
e. lencanaKORPRI

f. tandapengenal
g. kancingSbuah
h. belahan @ju
i. belahan rok

G. PAIGIAN...



PAI{IIIAIT KORPRI

1. Bentuk dan model Pakaian KORPRI pegawai pria sebagaiberikut:

IGtemngan:

a. leherberdiri
b. loncing 5 buah
c. lencanaKORPRI
d. saku tempel

e. tandapengenal
f. mansetsatulencing
g. papanrumra
h. songlokhitam

2. Bentuk...



2. Bentuk dan model Pakaian KORPRI

tidak berjilbab sebagai berikut:

pegawai wanita berjilbab dan

f saku tutup
g. papannara
h. songkok hitam, bagi)rang ffiilhb kenrdung

waflrabiru dongfter
i br;laltan / pbi

IGtrangan:

a^ leherrebah
b. kancing Sbuah
c. lencanaKORPRI
d. sakudalam
e. Andapngaeal

BUPATI PAMEKASAN,



BEITTUK DAIS MODEL ATRIBUT PAKAIAIT DIITAS

1. LAMBANG DAERAHKABUPATEN

2. NAMA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 55 TAHUN2014
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERIT'ITAH KABUPATEN
PAMEKASAN.

JNNATIMUq

3.LENCANA...



3. LENCANA KORPRI

4. PAPAN NAMA

5. TUTUP KEPALA

6. TANDA...



6. TANDA PANGKAT

7. TANDAJABATAN
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8. TANDA...



7. TANDA JASA

8. TANDA PENGENAL PEGAWAI

NAMA LENGKAP
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BUPATI PAMEKASAN,


